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Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 3 ayal | huraf {d) dan () Undang-Undang

Nomor |8 Tahun 2003 {entang Advokat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah mi:

. Nama : Rido Pradana, S.H.
Pekerjaan : Paralegal
Alamat : Gang Damai No.16A. Pondok Cina. Beji, Depok.
16424
2. Nama : Nurul Fauzi. S.H.
Pekerjaan : Paralegal
Alamat : Jalan Tegangan Tinggi. Kukusan. Beji. Depok.
16425
Selanjutnyva. disebut sebagai.........oi Para Pemohon

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 3 ayat 1 huruf (d)
dan Pasal 3 ayat | huruf (g) sepanjang frasa “ferus-menerus” Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advekat (Selanjutnya disebut UL Advokat)

(Bukti P-1} terhadap Pasal 27 avat (1), Pasal 27 ayal (2). Pasal 28D ayat (2).



Pasal 281 huruf ayat (2). dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 19445 (selanjutnva disebut UUD 1943) (Bukti P-2).

Al

l.

2

4.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUS!

Bahwa Pasal 24 avar (2) Perubahan Ketiga UUD 1943 menvatakan:
“Rekuasaan kehakiman dilakikan oleti Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bavahnyva dalam lingkungan
peradilan wanum, - lingkungan  peradilan agama,  lingkungan
peradilan miliver, lingkungan peradilan taia wsaha negara, dan

oleh sehuah Mali kamal Konstitusi.”

Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi menangani perkara tertentu di
bidang ketatanegaraan. menjaga konstitusi (the guardian of constitution)
agar dilaksanakan sccara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak
rakvat dan cita-cita demokrasi, menjaga terselenggaranva pemerintahan
negara  vang stabil,  serta  mengkoreksi  pengalaman k.ehidupan

ketatanegaraan di masa latu yang ditimbulkan ofeh tafsir. ganda terhadap

konstitusi.

Bahwa Pasal 24C avat (1) UUD 1945 perubahan ketiga UUD 1945

menvatakan:

“Mahkamah — Konstitusi berwenang  mengadili - pada  tinghai
perlama dan ierakhir vang putusannva bersifal final untuk mengaji

uindans-undang  iorhadap Undang-Undang  Dasar.  inemutus

sengketa  kewenangan  lembaga  negara  negara  yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memuius
pembubaran partai politik, dan memutus peselisihan tentang hasil

pemilihan unm.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam ketentuan
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dikuatkan kembali datam Pasal 10 ayat (1)

huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitust sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor §
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tabun
2003 tentang Mahkamah Kontitust (selanjunya discbut ULT M) vang

menvatakan:

Ctl) Malikamal Konstitusi berwenang mengadili pada tinghat

pertama dan ferakhiv vang pudusanina bersifal final untuk .

a. menguji _undang-undang terhadap Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 19457
‘
3. Bahwa Pasal 9 avat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. menyvatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang Jiduga bertentangain dengan
Undeng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pengujiannya dilakikan olefr Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas. Mahkamah Konstitust sebagai
pengawal | lkonstitust  (The ‘gum'rﬁm: of  constilution)  mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat { huruf (d) UU
Advokat terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2}, Pasal 28D ayat (1),
Pasal 281 huruf avat (2). dan pengujian Pasal 3 ayat | huraf Pasal Ul
Advokat sepanjang fvasa “ferus-menerus erhadap Pasal 28D avat (2)

UuD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON .

{. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Para Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau  kewenangan
konstitusionalnya dirugikan ofeh berlakunya undang-undang. vaitu:

a. Perorangan WNI:
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[N

Resainun masyvarakat hikum adai sepanjaing masih hidup dan
sesual dengan perkembangan masvarakat dan prinsip Negara
kesatwan RI vang diat dalenn windang-indeng:

Baddeir hakein public dan prived. cian

Lemhagea Negara.

Bahwa Putusan Mahkamah Konsttusi Nomor 006/PUU-UI/2005 dan

Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 juga menyebutkan tentang kapasitas

Para Pemohon dalam mengajukan permchonan pengujian undang-

untlang terhadap undang-undang dasar, vaitu:

.

i,

[¢]

Adamva hale konstitusional Para Peinohon vang diberikan oleh
Undang-Undung Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Balwwa hak konstitusionalnye Para Pemohon tersebul dianggap
oleft: Para Pemolion telah dirugilan oleh suaine Undang-
Undang vang diuji.

Balwa  kerugian  konstitusionalnya  Para Pemohon yung
dimaksud  bersifat spesifik atew khusus dan actual - atau
setidakina hersifed porensial vang menirul penalarari yang
wajar dapaf dipastikan akan terjadi,

Adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  kerugian  dan
berlakuiva Undang-Undang vang dimohonkan untuk diuji.
Adanva  kenumgkinan  balva  dengan  dikabulkannva
perimohonain maka  kerugian  konstitusional  vang  didalikan

tidak aken aian ndak terjadi lagi.

3. Bahwa hak konhstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin, dan

dilindungi dalam UUD 1945 sebagat berikut:

a.

Pasal | avat 3, vang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum ™.



b. Pasal 27 C ayat 1. vang menvatakan:
“segala warga Negara hoersanicacn kedudikaninva di dalam
hukumn dan pemeriniahn dain svaph meajunjung hukwn dan

pemerintahian i dengan taka dea kecualimea ™

¢. Pasal 27 avat 2. yang menyatakan:
“tiap-tiap  warga  Negara  herhak  atas  pekerjaan dain

penghidupan vang layvak bagi kemanusiaan ™

d. Pasal 28 D avat 1, vang menydtakan:
“seliap orang herhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian lndkum yang adil serta perlakuan yang sama di

depan hukum ™.

e. Pasal 28 D ayat 2, yang menyatakan:
“Seticyr orang berhak untuk hekerja serta mendapat imbalan

dain perlakuan yang adil dan layak dadam hubungan kerja ™

. Pasal 28 I ayal 2, yang menvatakan:
“setiap orang berhak bebas dari periakuan yang bersifor
diskriminatil” atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifar diskriminaiif

i

4. Bahwa Para Penohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia
yang dibuktikan dengan karta tanda penduduk Pdra Permohan (Bukti

P-3).

5. Bahwa Para Pemochon adalah mahasiswa fakultas hukum universitas
Indonesia yang telah lulus pada tahun 2018 dan ingin melanjutkan

karir sebagai seorang advokat.



G.

Bahwa Para Pemohon saat ini serdafiar sebagai paralegal di Lembaga
Bantuan Hukum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP

ANSORY.

Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat 1 huref {d) Undang ~ Undang
Advokat menimbulkan setidak-tidaknya potenst kerugian bagi Para
Pemohon untuk menjadi seorang advokat karena norma Pasal a gue
setidak-tidaknya  berpotensi  mengakibatkan  terhambatnya  Para
Pemolen untuk menjadi seorang advokat oleh karena penganglatan
menjadi seorang advokat harus berumur minimal 23 {dua pulub lima)
tahun. Sclain 1w, Pasal 3 avat | dan huruf (g) berpotensi memberikan
kerugian bagi Para Pemohon karena pasal norma o guo setdak-
tidaknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi Para Pemohon

untuk  menjadi advokal karena Para Pemohon harus mengulang

_penghitungan masa magang selama 2 (dua} tahun jika Para Pemchon

diberhentikan dari magangnya di tengah jalan sedangkan mencari
lcantor advokat bare untuk membutithkan wakiu sehingga pasti akan
menimbulkan jeda bagi ‘masa waku magang Para Pemohon. Dengan
demikian. Para Pemohon harus menghitung ulang masa wakiu magany
sealam 2 (dua) tahun dari awal. Hal ini tentu sangat merugikan Para

Pemohon.

Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 avat
I hurul ¢ UU No. 24 tahun 2003 sebagaimana (elah diubah dengan UU
No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitus
Nomor 006/PUU-T/2005 dan Perkara Nomor [1/PUU-V/2007 telah

terpenubii.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiiiki legal standing
scbagaimana dimaksud Pasal 51 ayat | huruf ¢ UU MK, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-TII/2005 dan Perkara Nomor
i 1/PUU-V/2007.



10. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 UL No. 8 whun 2011
tentang Perubahan atas UU MK menyatakan:

(1Y Terhadap maicrs muaian avar pasal, s aran hogian dalam
undang-undany  vang {telah divfi. tidak dapat dimohonkein
pengujicn kembali.

(2) Ketentuan  sebagaimanc  dimaksud  pada  avar (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan delam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Talnm 1943 yang dijadikan dasar

pengujian berbeda.

11, Bahwa Pasal 42 Peraturan  Mabkamah  Kenstitusi - Nomor
06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang menyatakan:

(1) Terhadap materi muatan ayal, pasal, dan/alau bagian dalam
undang-undang yvang telali divji. tidak dupai dimnohonkei

- pengujian kembali.

(2} T_c;r/cfpu.y dari ketentuan avar (1) di atas, ,')ei"rn()f’f(mcm
pengujian UU terhadap muatan avar, pasal. dan/aiau bagian
yang sama  dengan  perkara  vang pernah dipuius oleh
Mahkamah dapat dimohonkan pengijion kembali dengan
svarat-svaral - konstitusionalitas  vang  menjadi alas  an

permohonan yang hersangkutan herbeda.

12. Bahwa sebelumnya telah ada permechonan mengenai batas usia
minimal advokat dalam putusan Nomor 019/PUlU—-1/2003 dan dan
batasan maksimal advokat dalam putusan Nomor 84/PUU-XHI/2015,
tetapi dalam permohonan ini Para Pemohon memiliki alasan, dasar
konstitusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam

putusan a guo sebagat berikut:



Putusan No. 019/PUL- Putusan No. 84/PUU- | Permohonan Pemohon
F2003 NU120405

Permohonan  mendalilkan | Permohonan Para Pemohon
bahwa Pasal 3 avat | hura! | mendalilkan balwa { mendalilkan  bahwa

td) menunbulkan
diskriminas: bagi para
fulusan  sarjana hukum

vang berusia 21 {dua puluh
satu) atan 22 (dua puluh
Jdua) tahun , sehingga
berlentangan dengan Pasal
Jo. Pasal 28 DD

ayal | UUD 1945,

27 ayat |

norma Pasal 3

avat |

hurul d menmimbulkan

diskriminasi dan
ketidalpastian  karena
tidak  terdapat  svarat
umur  maisimal  untuk
menyjadi seorang
advolkat.

norma pasal 3 avat |
huraf (d) U Advokat
menimbuikan

diskriminasi bagi Para

Pemohon untuk
mernjadi searang
advokat dan
menghambat Para
Pemohon untuk
memiliki  kesempatan
yang  sama  untuk
bekerja sebagai
seorang advolat

sehingga bertentangan
dengan Pasal 27 ayat
I. Pasal 27 ayat 2.
Pasal 28 D avat t. dan
Pasal 28 [avat 2,
Pemchon

Para juga

mendalilkan  bahwa
norma pasal 3 ayat |
huruf (g) UU Advokat
telah menimbulkan
ketidakpastian ~ bagi

Para Pemohon untuk

menjadi seorang

advolat sehingga




bertentangan  dengan

pasal 28 D avat 2

I3, Bahwa atas perbedaan alasan dan dasar konstiwsiona! serta didubung
dengan bukti vang diajukan. maka Para Pemolon yvakin permohonan
pengujian Pasal 3 ayat (1) hueu! d UU Advokat tidak ne bis i idein
serta Pasal 3 avat (1} huruf ¢ UL Advokat dapat diterima.

t4. Bahwa apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan. maka dapat
dipastikan potensi kerwgian vang dapat dialami Para Pemohon tidak

akan secara nyvala terjads,

C. ALASAN PERMOHONAN

C.1 Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat

(1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945

I. Bahwa Pasal 3 ayat (1} UU Advokat menyatakan bahwa ontuk dapat
diangkat nw‘njadi Advokat harus memenuhi |)er§_\-’:1ralan- sebagai Berikut:
a. warga negara Republik Indonesia:
b, bertempat tinggul di Indonesia:

e didak berstatus sebagal pegavwai negeri aics pejabat negara.

d. berusiu sefcurano-kuranonvae 235 (dua palidt fima) talian;

¢ herijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan iinggi ki

sebagainana dimaksued dalam Pasal 2 avai (1);

fulus wjian vang diadakan oleh Organisasi Advokal:

£~

magang sekurang-kurangiya 2 (dua) tahmn terus menerus pada

o

kantor Advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara 3 (livia) tahun atau lebih;
i, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab. adil. dan mempuiyai

integritas yang (inggi.
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Batiwa Pasal 3 avat (1) huruld UU Advokal a quo menvatakan salah saiu
syarat untuk untuk dapat dinngkat menjadi Advokat harus mementhi

persyaratan “herusia sekrang-kurangmea 23 (dua puludt lima) iahun ™.

. Bahwa berdasarkan  putusan Nomor 84/PUU-XIN/2015. Mahkamah

menyatakan bahwa konsiastonalitas batasan usia minimal 25 (dua puiuh
lima tahun) tahun bagi calon advokat sangat relevan untuk dihadapkan
pada hak untuk diangkat advokat bagi calon advokat vang telah berusia 25
(dua puluh lima) tahun sehingga Mahkamah menilai bahwa hal in

membuka ruang penafsiran konstitusionalitas, pasal « guo. ¢

. Balwa adanya Pasal 3 ayat (1) hurat d UU Advekat ¢ guo menimbulkan

kerugian konstitusional bagi Para Pemohon vang diatur datam Pasal 27
ayvat (). Pasal 27 ayat {2). Pasal 28D avat (2) dan Pasal 281 avat (2) UUD
1945 UUD 1945,

. Babhwa Pasal 27 aya-t (1Y UUD 1945 menvatakan:

“Segeda warga negara bersaman kedudukannva i dalam hukun dean
pemeriniahan dan vwajib menjunjung  hukun dan pemeriniahan il

dengan tidak ada kecuwalinya ™.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 avat ([} UUD 1945 « quo dengan jelas
menyatakan bahwa selurul warga negara memiliki permasaan kedudukan
di dalam hukun tanpa ada pengecualian. Karena itu. pembatasan umur
advokat vang diatur dalam Pasal 3 avat (1} hurul & UU Advokat
menimbulkan perbedaan kedudukan hukum bagi sagjana hukum yang telahs
memenuhi persvaratan menjadi advokat antara vang belum berumur 25
(dua puluh) tahun dengan yang sudah berumur 25 (dua puluh) tahun atau
di atasnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep persamaan kedudukan

dalam hukum berdasarkan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.



7. Babwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 aval (2) jo Pasal 28D avat (1)
LUD 1945 menvatakan:
(Pasal 27 avat (2) VLD 1945)
Tiap-tiap warge negara herbak atus pekerjaon dan penghidupan

vang lavak bagi kemanusiaan ™.

(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945}
“Setiap orang berhak wnuk bekerja seria mendapai imbalan dan

perlakuan vang adil dan lavak dalam hubangan kerja ™.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 27 avat (2} jo Pasad 28D ayat (1) UUD 1945 «
guo dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak
atas pekerjaan. Sehingga negara wajib menjamin seliap warga negaranya
untuk memperoleh pekerjaan vang layvak scsuai dengan keahlian dan
keterampilannya masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 23 ayat
(1) Declaration of Human Rights (DUHAM) vang menyatakan::

“Evervone has the rights 1o work . 1o fiee choice of employinent, o

Jusi and fovourahle condition of work and to profection ugainis

unemployment”

9. Bahwa Pasal | angka [ UU Advokat. menvatakan:
“Aevokat adalal orang vang berpraofesi memberi jasa hukunt, baik
di dedam maupun di luar pengadilan vang memenuhi persyaratcai

herdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ",

Selanjutnya Pasai | angka 2 UU Advokat. menyatakan:
“Jasa Hukum adalah  jasa yang diberikan Advokat berupa
memberikan konsultasi hukum.  bantwan  hukum, menjalankan
kuasa, mewakili, mendeampingi, membela, dan melakukan tindalken

hukum lain untuk kepentingan hutkum klien ™.



10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal | angka | dan 2 UU Advokal « quo.
dapat disimpulkan bahwa Advokat adalah salah salu jenis profesi.
Berdasarkan KBBL profesi adalah  bidang  pekerjaan ve  dilandasi
pendidikan keahlian (keterampilan. kejuruan. dsb) tertentu, Selain iw
advokat juga merupakan profesi lubur fofficiium noble) yvang menuntut
nilai moral dart pelakunya vaituz (1) berani berbuat dengan tekad untuk
bertindak sesuai dengan tuntutan profesi: (2) sadar akan kewajibannya: (3)

nemiliki idealisme vang tinggi (Liliana Tedjosaputro. 1995).

{1. Bahwa scbagai profesi hukum, pembatasan umur bukanlalh hal vang
mutlak terutama bagi seorang advokat. Menurat Notohamidjojo {Abdul
Radir Muhammad. 1991) dalam pelaksanaan kewajibannya, profesional

hukum setidaknya memiliki:

a. Stkap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara
formal Dbelaka. melainkan kebenaran vang sesuai dengan
hati nurant;

b. Sikap adii. artinya mencari kelayakan yang sesuai déngan
perasaan masyarakat;

c. Si

kap  patat.  artinya  mencari pertimbangan  untuk
menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret:
d. Sikap jujur. artinya menvatakan sesuatu itu benar enurut

apa adanya dan menjauhi vang tidak benar dan tidak patut.

12, Bahwa adanva ketentuan Pasal 3 avat (1) huraf d yang membatasi umur
untuk menjadi advokat harus sekurang-kurangnyva berumur 25 (dua puluh
lima) tahun menyebabkan terhambatnva setiap warga negara untuk
menjadi advekat yang seharusnya tidak didasarkan atas batasan umur
tetapi didasarkan atas pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di
bidang hukum. Sehingga batasan umur minimal tidak relevan lagi bagi
profesi Advokat karena parameter profesi Advokat tidak berdasarkan

LTI,
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CBahwa berdasar

can Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUTLI—
1120030 pemchon  menvampaikan  bahwa  pembatasan svaral  usia
berdasarkan pasal ¢ guo menimbulkan diskeiminasi bagi fulusan lakutas

hukum vang berusia 20 (dua pulub) sampai 21 {dua puluh satu) tahun.

. Bahwa terhadap permohonan  tersebut.  Mahkamah  menvatakan

pembatasan yang dilakukan dapat dibenarkan oleh Pasal 281 ayat (2) UUD
1945, Mabkamah juga menvatakan bahwa pembatasan tersebut dibuat
mengingat uatuk menjadi advokat, sescorang harus memiliki kematangan
emosional  (psikofogis). akademik. serta memiliki pengalaman dan
memiliki praktik (lewat magang) di lapangan schingga advokat memiliki

pengetahuan teoritis dan praktis.

. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut, Mahkamah mengidentikkan batasan

umur 23 (dua pulub ima} tshun sebagai bentuk tingkat kematangan dan

kedewasaan seseorany.

Bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat
diidentikkan dengan umur crang tersebut. Hal ini berdasarkan penelitian
yang dilakukan aleh lLeah 1 Somerville (Professor dari Departement of
Psychology and Brain Science. Harvard University) vang dipublikasikan
di dalam jurnal Neuroview. Volume 92, ISSUE 6. P1164-1167, December
21,2016 9 (Bukti P-4). Dalam jurnal tersebut. dinyatakan bahwa

How the brain pracesses information and orchestrales behavior

is central 1o claims about maturity.”

. Bahwa berdasarkan hal terscbut, kedewasaan seseorang ditentukan oleh

bagaimana otak manusia memproses informasi dan mengontrol perilaku,
Dengan demikian. mengidentikkan kematangan emotional seseorng

berdasarkan umurnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena



itw. pendapat Mahkamah Gdak refevan fagi berdasarkan penclitian ilmiah

tersebut,

18, Bahwa pembatasan umur secara tdak  langsung  juga menmbulkan
pengangguran bagi sarjana hikum vang lulus di usia muda karena harus
menunggu waktu vang lama untuk diangkat menjadi Advokat. Baik negara
maupun organisasi-organisasi advokat pun tidalk mampu
bertanggungjawab alas siluasi mi. sehingga pembatasan umur merupakan
pembatasan akses terhadap profesi advokat vang menimbutkan dampak

pengangguran, ‘

[9. Bahwa tidak hanva menimbulkan dampak pengangguran, pembatasan
vmur  advokat  juga berdampak pada Organisasi Bantuan  Hukum
khususnva LBH GP Ansor dimana Para Pemohon berprakiik dalam
mentberi bantuan hukum kepada masyarakat. Banyak Organisast Bantuan
Hukum yang didominasi oleh sarjana hukum muda vang belum beruniur
25 (dua puluh lima tahun) tidak dapat menjalankan (ugas utamanya untuk
memberikan bantuan hukum’ tecatama dalam litigasi kavena kekurangan
advokat yang dapat beracara di pengadilan. Sehingga banyak wccess fo
Justice kepada masyarakat terganggu dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyvat Indonesia tidak dapat diwujudkan. Dengan demikian sudah jelas
pembatasan umur sekurang-kurangnya 23 (dua puluh lima) tahun bagi
advokat dalam Pasal 3 avat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan

Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

20. Bahwa selanjutnya Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan  yang bersifai
diskriminatif atas dasar apapun dan  berhak mendapatkan

perlindungan ierhadap perlakuan yang bersifal diskriminatif.”



Rumusan Pasal 280 avat (2) UUD 1945 ini juga termakiub dalam Pasal 7
Declaration of Human Rights (DUFHAM) vang menyatakan:
CAl are equal hefore the lave and are entitted veiwhout any
discrimmnation o equal profeciion of the lavw. ANl are eniitled 1o
equal profection against any discrimination in violation of this

Declaration and against amyv incilement to such diseriminaiion”.

21. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat -
yvang membatasi umur sekurang-kurangnva 25 (dua puluh lima) tahun
untuk dapat diangkar sebagai, advokat menimbulkan diskriminasi bagi
sarjana hukum vang telah mengikuti PKPA dan telah mengikuti serta telah
dinvatakan lulus untuk menjadi seorang advokat. Diskeimansi terjadi
antara mereka vang berumur 23 (dua pulub lima) tahun dengan mereka
yang befum berumur 25 (dua puluh lima) tahun. Schingga Pasai 3 avat (1)
huruf d UU Advokat sangat jelas bertentangan dengan Pasal 281 ayat (2)

UUD 1945,

C.2 Pasal 3 avat () hurul g ULl Advokat berlentangan dengan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1943

[. Bahwa berdasarkan Pasal 3 avat (1} UU Advekat menyatakan bahwa
untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuht persyaratan
sebagai berikut:

a. varga negara Republil Indonesia;

=

hertempat tinggal di Indonesia;
c. ildak bersiaius sebagai pegenvai negeri alau pejabat negara;

d. berusia sekurang-kurangmva 23 (dua })m’uh lime) tabun,

e. berijuzah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukui
sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1):

o lulus wjian yang diadakan oleh Organisasi Advokar:

g Bagang Sekuranyg-furanginyd 2 (dua} taliun terus menerus pada

kantor Advokai:




(R

L

LA

he ildak pernalt dipidana karena melakukan tindak pidona kejahatan
vang diancatn dengan pidana penjora 3 (lima) wah atan lehih:
i herperilaku baik, jupur. heriangeung jovab. adil. don imempunvar

IRfeQrifas Nang Hgei,

. Bahwa ketentuan Pasal 3 avat (1) huruf ¢ UL Advokal vang menyatakan

bahwa untuk dapat dilantik menjadi Advokat harus menjalani magang

sekurang-kurangnyva 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat,

Bahwa [rasa “terus menerus” yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf' g
UL Advokat. tidak diberikan definist vang jelas. Sehingga jika berujuk
pada KBBI, lerus menerus berarti tidak berkeputusan; tiada hentinya: dan

bersinambung.

. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1} UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orane berhak atas pengakuan. jeminan, perlindunean. dan
o & f g
kepastian hukim yvong adif -serta perlakuan yang sama di hadapan

hdeain ™.

. Bahwa jika merujuk Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 «a guo, frasa “terus-

menerus” menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum  bagi
calon advokat yang magang. Ketidakpastian dan perlindungan hukum

tersebut muncul jika seorang calon advokat dalam masa magang

diberhentikan masa magangnya oleh kantor advokat vang bersangkutan
sebelum masa dua tahun. Sehingga jika merujulk pengertian (erus-menerus
dalam KBBI, maka masa magang calon advokat yang bersangkutan tidak
dapat dihitung selama dua tahun terus-menerus karena terdapat jeda waktu
untuk mencari kantor advokat magang vang baru. Hal ini disebabkan
karena pada saat ini tidak mudah untuk mencari kantor advokat magang

dan membutuhkan waktu vang fama untuk mencari kantor advokat

magang vang baru. Oleh karena itu jika terjadi permasalahan tersebut.



calon advokar magang tersebut harus memulai dari awal proses

magangnya uniek dapat dikatakan dua wahun terus-menerus.

- Bahwa menuwrat BDaniel S. Lev dalam penetapan ketentuan jangka waktu

dua tahun untuk magang harus ada ketentuan yang rasional dan tidak
menyalahi ketentuan perundang-undangan (Daniel S, Lev. 2002). Namun
saat ini justru terus menurus magang selama dua tahun ketentuannya tidak
rastonal yang menimbutkan berbagai permasalahan terutama menyangkut

ketidakpastian dan perlindungan  hukum karena baik negara maupun

« organisasi advokat tidak membert pengaturan dan perlindungan secara

D.

yang mana negara

jelas.  Bahkan iebih  mirisnya  banyak kantor advokat yang

mengkomersiatisasikan magang  advokat  semata-mata mencari

keuntungan.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat
sepanjang frasa “tecus-menerus” yang mengharuskan magang dua tahun

secara terus-menerus bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2} UUD 1945

1arus memberikan kepastian dan perlindungan hukum

bagi sctiap warga negaranya.

Petitum

Babwa berdasarkan uraian objek dan alasan konstitusional permohonan pengujian

undang-undang. Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar

memberikan putusan dengan amar sebagai bertkut:

]

Ll

Mengabulkan permchenan Para Pemiohon seluruhnya;

Menvatakan Pasal 3 ayat (1) hurul d Undang-Undang Nomor 18 tahun
2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27
ayat (2). Pasal 28D avat (1), dan Pasal 28! ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menyatakan Pasal 3 ayat (1} huruf g Undang-Undang Nomor 18 tahun

2003 tentang Advoka: sepanjang frasa “terus-menerus’ berlentangan



dengan Pasal 28D avat (2) Undang-Undang Dasar 1943 dan tidak
mempunyal kekuatan hukum vang mengikat:

4. Memerimtahkan  kepada  pembuat  undang-undang  unwk  melakukan

perubahanatas Pasal « i vang dimohenkan: dan
5. Memerintahkan kepada Pemerintalh untuk memuat putusan ini dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono)

lakarta, [ September 2018

Para Pemohon

Rido Pradina. S.H. Nurul Fauzi, S.H



